
 

 

 

BAB III 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

diatas, maka dalam hal ini penulis menarik kesimpulan berupa : 

1. Proses pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tergolong 

cepat dan kurang memenuhi hal terkait meaningful participation. Hal 

tersebut dikarenakan partisipasi masyarakat hanya dilakukan dengan 

mendengar materi dari narasumber. Pemberian materi kepada 

masyarakat mengenai pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2022 masih sempit dan terbatas dikarenakan adanya batas waktu dan 

narasumber ahli yang digunakan bukan berasal dari ahli Hukum 

Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara. Proses pembentukan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 juga tidak melibatkan partisipasi 

masyarakat dalam penyusunannya mulai dari penyusunan naskah 

akademik, pengusulan serta pembahasan. 

2. Materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 memuat 

hal-hal selain yang terdapat dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

91/PUU-XVIII/2020 dalam amarnya menyatakan bahwa diperlukan 

adanya perubahan undang-undang tentang pembentukan peraturan 

perundang-undangan untuk memuat adanya omnibus law. Undang- 

Undang Nomor 13 Tahun 2022 juga memuat materi selain metode 
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omnibus law yaitu hal mengenai partisipasi masyarakat, perubahan 

teknik penyusunan naskah akademik dan peraturan perundang-undangan 

elektronik. Muatan materi terkait omnibus law dalam undang-undang ini 

juga masih terbatas dimana pembahasan terkait omnibus law hanya 

terdapat dalam Pasal 1 angka 2a, Pasal 5, Pasal 42A, Pasal 64 dan Pasal 

97A. 

B. SARAN 

 

1. Lembaga yang memiliki kewenangan terhadap pembentukan peraturan 

perundang-undangan haruslah benar-benar melibatkan partisipasi 

masyarakat yang nyata dan bukan hanya sebagai bentuk formalitas saja. 

Partisipasi masyarakat tersebut dapat berupa melibatkan perwakilan 

masyarakat dalam hal membahas rancangan undang-undang melalui 

media sosial atau televisi. Pembentukan peraturan perundang-undangan 

juga harus sesuai dengan asas-asas seperti asas kesesuaian antara jenis, 

hierarki, dan materi muatan serta adanya asas keterbukaan. Proses 

pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah melibatkan 

partisipasi masyarakat sejak disusunnya naskah akademik. Partisipasi 

masyarakat dalam proses penyusunan naskah akademik Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2022 dapat dilakukan dengan melibatkan lembaga atau 

kelompok masyarakat tertentu. Pembentukan peraturan perundang- 

undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, 

pengesahan dan pengundangan harus di informasikan kepada masyarakat 

dikarenakan setiap peraturan perundang-undangan dibentuk untuk rakyat 
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dan kembali ke rakyat. Pemberian informasi tersebut dapat melalui media 

sosial seperti youtube, twitter, maupun program televisi. 

 

2. Materi muatan dalam peraturan perundang-undangan haruslah sesuai 

dengan sepuluh asas-asas materi muatan. Asas materi muatan dapat 

meliputi asas ketertiban dan kepastian hukum serta asas keseimbangan, 

keserasian dan keselarasan. Materi muatan juga harus melihat dari sisi 

individu, masyarakat serta bangsa dan negara sehingga materi muatan 

tersebut benar-benar dijalankan demi kebutuhan hukum masyarakat. 

Materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 masih 

harus ditambahakan terkait dengan omnibus law. Hal itu dikarenakan 

pembahasannya masih sempit dan dapat membuat rasa kebingungan 

dalam hal memahaminya. Penambahan materi muatan juga diperlukan 

terkait dengan persoalan yang ada dalam proses pembentukan peraturan 

perundang-undangan di Indonesia agar peraturan tersebut dapat lebih 

membangun hukum yang ada. 
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